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PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU
CUTI [JA(II PE(}AWAI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,

DAN TEKNOLOGI SELAMA PERIoDD HARI RAYA NATAL TAHUN 2O2I
DAN TAHUN BARU 2022 DALAM MASA PANDEMI

coRoNA yrRUS DTSEASE 20l9 (COVID- 19)

Yrh.

l. Dirrktur.)rnderal
2. lns;x'ktur.Jenderal
3. heprlla Badan
4. Sekretaris Unit Utama
5. Kcpala Biro
t. Kepala Pusat
7. l)irrkr ur
It. Pemimpin Perguruan Tinggi Negcri
9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikarr Tinggi
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis
I I . Kepala Sekrelariat lrmbaga Serrsor lrilm
Kt'mcntcrian Pcndidikan, Kebudatuan, Riset, dan Teknologi

Mcnindaklanjuti Surat Edaran Mcnteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Rt'lirrmasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2O2l tentang Pembatasan Kcgiatan
Bcpr:rgian Ke Luar Daerah dan/atar: Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
selama Pcriode Hari Raya Natal 'l'ahun 2O2l dan Tahun Baru 2O22 dalam
Mirsrr Pandemi Corona Virus Diseluse 2OI9, dengan ini disampaikan hal-hal
st'trtrgai [ruriku t.

L l'egas ai Kementerian Pendidikan, Kebuda-v"aan, Riset, dan Teknologi
dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik
sclama pcriode Hari Ral'a Natal Tahun 2O2l dan Tahun Baru 2O22, yaitu
scjak tanggal 24 Desember 2O2l sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

2. Larurrgan kegiatan bepergian kc- luar daerah sebagaimana dimaksud dalam
rrrrgkir I rlikecualikan bagi:

ir. pegauai 1.:rng bertemptrt tinggal dan bekerja di dalam satu wilayah
aglomcrasi yang akan mclaksanakan tugas kedinasan di kantor
(Bckerja Dari Kantor/ BDK);
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b. pegau'ai vang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka
pelaksanaan tugas kedinasan vang relah memperoleh surat fugas yang
ditandarangani oleh minimal Pejabat pimpinan Tinggi pramma amu
Kepala Kantor Satuan Kerja; atau

c. pegau'ai yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan
bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapalkan izin
tertulis dari Menteri.

3. Pcgawai vang akan melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 agar selalu memperhatikan dan
mcmatuhi:

a. peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan
Tugas Penanganan Covid- 19;

b. peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan
masuk orang 1'ang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan
perjalanan;

c. kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
1,ang ditetapkan oleh Menreri Dalam Negeri;

d. kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh
Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid- l9;

e. protokol kesehatan yang ditetapkan olch Kementcrian KesehaEn; dan

f. penggunaan platfurm Pedulilindungi.

4. Menteri atau Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti tidak memberikan
izin cuti bagi pegaw'ai selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan
Tahun Baru 2022 sebagaimana dimaksud dalam angka I .

5. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, izin
cuti dapat diberikan bagi:

a. Pega$ai Negeri Sipil untuk cuti melahirkan dan/ atau cuti sakit
dan/atau cuti karena alasan penting; dan

b. Pega*'ai Pemerintah dengan Pe4anjian Kerja untuk cuti melahirkan
dan/atau cuti sakit.

6. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dilakukan secara
akuntabel sesuai dengan pers]'aratan yang diatur dalam Peraturan
Pemerinah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2Ol7
tentang Manajemen Pegarvai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja.

7. Pegas'ai 1'ang melanggar ketentuan dalam surat edaran ini akan diberikan
hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

94 Tahun 2O2l tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja.



3

8. Pimpinan unit kerja melaporkan pelaksanaan surat edaran ini kepada
Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia paling lambat
2 (dua) hari kerja terhitung sejak berakhimya periode Hari Raya Natal
Tahun 202 I dan Tahun Baru 2022 sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

Demikian suraL edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

13 Desember 2021
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